' ‘BUPATI KEPULAUAN ARU
FRDV]NS; MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUS| PENJUALAN PRODUEKS] USAHA DARRAH

. ‘Menimbeng

Mengingat

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwe untuk melaksenaksan lestentuan delamn Pesal 156
ayat {1} Undaig-Undang Nomoer 28 Tahun 2009 tentang
Pajpk Dagersh dan Retribusi Daersh, pertu rnenetepkan
Peraturart Deerah tentang Retribusi Penjualan Produksi
Vaaha Daerab;

1.

2

Pasel 18 ayat {8 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesie Talun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2002 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Seram  Bagian Timur,
Kabupeten Semm  Bagian Barat den  Kabupaten
Kepulavan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomar 4350):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajk

Dacish dan  Retrilusi Daerah {Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambelian

Lembaran Negara Republik Inddnesia Nomor 5049);



4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teatang
Pemerintahan Daerah  [Leiribaran MNegara Republik
Indorissia Tahun 2004 Normor 244, Tambshan Lembarari
Ncgara Republik Indonesis Ndiotor 5587) sebdgsifnana
felah diubah beberapa kal terakhir dengan Undamg-
Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaharn Kedua
Atas Undang-Unhdang MNomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negeras Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Leidbaran

. Negara Repubiik Indonésia Nommor 5679);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 80 Tahua 2015
tentang Pembentukan Prodiak Hulkum Daeraby;

Diengan Persétujuan Bersama _
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN KEPULAUAN ARU
dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN -

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
' PRODUKSI USAHA DAERAH,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pesal 1

Dolami Peiaturan Daerah mi, yang dimaksud:

1. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya dischut
retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Perherintah Dagtah.

2. Pemnetintah Daergh adalabh Pemerintah Kabupaten Kepulauan At

3. Objkk Retribusi adalah pelavanen wyang disédiakan atau diberikan olsh
Pemerintah Dacrah kepada orang pribadi atau Badad untuk tujuan
kepentingan Timum. _

4. Subjekt Retrihusi adalah orang pribadi atain Badan yang mengsunakan
ateu menikmati pelayanen jasa yaig disediaken atan diberikan olsh
Pemerintah Daerah.

3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan

" Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayarari
retribusi, tefmasuk pemunpgut atau pemoctong retribusi téertentu.



10

18,

14,

Retribusi Jasa Usaha alelah jasa yang disediakan deh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip — prinsip komersial karena pada desarnya dapat
puala disedidkan olch scktor swasnta.

Tingkat Pehiggitnaan Jasa adalah puimlab pengpinaan jsa yang dijadikan
dasar alpkasi beban hiaya yang dipikul Pemerifitah Dacrah  untuk
pényélenggaraai jasa yang bersangkutan.

Bupati sdalah Bupatl Kepuldusan Ara.

- Tarif Retribusi adalah milai nupiah At persentase  terténtu  yarg .

ditetepkan untak meénghitvng Desarriya. vefribusi
Pemungnitan -adalalk suatu rangkaian Eegietan. mulad dari penghimpurisn
data objek dan subjek pajak atan reiribusi, penéntuan besarniya pajak ataiy

. retribusl yahg tetUtang sampai Regiatan penmgiban pajale atau  retribusi

11

o,

15.

‘kepuda wajib pajale atau wajib retribusi serts pehgawasan penyettiannya.

Masa Retribusi adalah suatu jangka vaktu tertentu yang metupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusy untmuik memsanfaatkan jasa dan perifinan
tertenty dari Pemerintah Daerah,

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutriya disingkat SKRD

adalah syrat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya fumlah pokok
retribusi yang terutang.

Dokuriven lain yang dipersamakan adelah surat bukti pembayeren lainnya,
berupa karcls; kupon dan kartu langgenan yang dibayarkan kepeda Wajib
Retribuisi.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjuthya disingleat SSRD adalah
bultti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilalnikan dengan
menggunaken Farmulic atau teah dilakukan dengan cara lain ke kae
Daerali melalui tempar pembayaran yang ditunjuk olsh Kepala Daersh.
Surat Tagihan Retribusi Dacrah, yang selanjutnys disingkat STRD adalah
surat untuk tnelakukan tagilian retnbusi danjfatau sanksi Edministretif

- ‘berupa bunga dan/atau denda.

BABT]
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retiibusi Penjualan Produksi Usaha Dacrah dipungut retribusi
sebagai pembayatan atas pelayanan Penjualan Produksi Usaha Degérah yang
diberfizan oleh Penierintah Daerah.

Fasal 3

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dasrah adalah penjualari hasit

produksi usatia Pemerintah Daerah.

- [2) Dikecualikan dari objek retribus  sebagaimans dimeksud pada ayat (1),

adalah p-:—:ﬂjualan ptt}'duksn' oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan p:hak
swasta,




Pasal 4
‘Subijek  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau Baden  vdng
menggunakailf menikniati pelayanan Penjualan Produksi Usdha Daerali

Masal 5

Weijib Retribusi Jasa Usahi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  Refribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran  Retribusi, termasul: pemungut atau  pemboiong
Retribusi Jasa Usdha.

BAB 1I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagsi Retribusi

- Jasa Usaha.

| BAB IV
CARA MENGUXUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1) Tinglat pengpunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah jumlah
pénggunazan jasa yang dijedilan dasar alokasi beban hiaya yang dipikul
Pemerintall Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Apabila tingkat pehggunaan josa sebagnimana dimaksud pada ayat (1) sulit
divlcur fmaka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus
vamg dibuat cleh Pemerintah Daerah.

(3] Tingkat penggunaan jasa scbageimanha dimaksud pada ayat (1) diatur cleh
Bupadti.

BABV
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PRENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSL

Pasal 8
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarf Retribusi Penjuslan Produksi
Usaha Daerah dengan memperhatikan bisya penyediaan jasa, kKemamplian
A syarakat, és.pek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan
torsebut.
(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapen besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak



BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
| | Pasal 9
{1) Tatff sebagaifnana dirriaksud dalam Passl 7 ayat (1) adelah nilai rupish
St yang ditetapkan i1iibdk ménghitung. besarhya retribuisi- yang tenatang. .
() Tarif Retribus dibagh dalam  golongan dan ditentulan seragam memarut
" _golongan, sesuai. denga prmsxp dan sasaFan perctapent tarif retrbusi

@) Tarif Retribusi Penjialan Produlksi Usaha Daerzh ditctapkan sebaghi

T

- berikgt: .
TAEIF R:E:TMBU‘SI PEN:J UALAN PR(}DUKSI UBAHA. nmn :

17T Retitan & Perikanan: -
" a Pangembmgm-l Sarana, Perikanen terdm -::lar1 T -
T} Hasil Produlsi Air Bersin T T B00, - mE T T
O TSI Produisi i Baldk o TTTTIB 000, 7 Bathg Bald
e B T TR i
) 11 Penjuaian Benin Sebar dmganjumla.h
R Y B -
+ T O00- D00 dear A &6, fcm
« 5.000-10.000 ek - —— T Y
« 210560 ekor | A0
ﬁ Panjualan Benih Calon Tndii " ' i.ﬁﬁﬁ,-mﬁ.
&) Tenjualen Tr vic 180,650, /iy
'. o Benin Ten Pantel, terdir, dar:
1) Penjualan Benih Scbar dengan jumidn - -
1006 dear ' - TR0, jom
e 1.000-5.000 ekor - 7000, fem
« 5.000-10.000 ekar ' e 000, fom
e 210.000 eor ' T 530 o
2} Penpaalen Calon Induk 150,000,/ kg
— Penlualm]ﬂduk e T
B e e —
% Penjnalan Hasil Pertanian T ] -
3 a Petermakan
. 1 Ternak Sapu : - -
o Sapi Bibit 12-18 buen | 3.500.000, /ckor |
o Sapi Potong] ATiT T 4.400000,-jeker
o Kambing BibIt 1 talun [T 50,000, jekor




>
i
& Kambing Pntcsngmfmr 500000, fekor
P . R
o Bati Bibit 8-10 bulm T B00.000,-fekor
"o Babi Potong/ Aflar '4$u B4, ;ekm' ~
"4 Torbak E}E.t‘ﬂ Buras afldr ;. - o
> Besar T40.000-sekor
o Seda_ng ' 24:&)&0,—,’91:31'
““TF Hbit DOC 5.000.- /e kor
& DBibit . ﬂyam Buras L bulan 25000, fekor
| SR e T
‘ A Telar Ayam Duras
T e Bamar &0 FEunr
" Kedil 1200, bt '
——— [
Bibil Perfcebunan [anakan) 109,/ pokon
T Famainan Fangan. AAf HOFUKUIIATe e
T Pad [Hemin] 8. kg
o Jagung (Benih) F00,-/ kg
& Kacarg- Kacangan [Beminj . 31660, g™
o BB bk briakas Taa ] {85 Faoton
d. Pertanian hmba.ngunan H
Perijualan Hasil Produkal Usaha Daesrah
& Penjiainh Hosl Kebun
T Y Tanaman Adenicm anakern) 35.000,-f pohon
B Tanmman Bougen vilie [mmuj 30.000,-/ pohon
3 Fanaman Hatavia (aoodkom) *30.000.-7 pohon
b Penpualan Ternak A
1 B “800.000,-fek ot
| ' "3 Ayem. Potong 30.000,-/ekor

(4 Tarif Retribusi ditinpu kembali paling lama 3 [tiga) Tabun selali.

(©) Tarif Retribusi ditinjau kemball sebagaimana dimaksud pada ayat (4
dilakukan dengan memperhatiban indeks harga dan perkembangan
perekonomi_an.




BAB VI
TWILAYAH PEMUNGUTAN
B Pasal 10 .
. Pemiurigutan rétfi‘“ti:us’i-yang terutang dilakukian pada wilayali Kabupaten
Kepulduan Ariy Kecwali wiltyah/ tempat vang behim ada. pelayanan Piznjualan

.  Produksi Usaha Daerah.

RAB VII
MASA EETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa, Retifbusi Penjualan Produksi Usaba Dacrah adalah jangka vkt yang
lamanya sesuai dengan Surat Perjanjian Penpalan Produks] Usaha Daerah.

Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat. diterbitkannya Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD) atatl dokumen lain yang dipersamalean.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran rtetribusi yang rerutang dlekukan itk sast diterimaiiya
Surat Ketetapan Refribusi Daerah (SKRD) atau dekurneti lain  vang
dipersamakail

{% Tata cara pelaksanasn pemungutan Retribusi ditetapkan dengati Peraturan
Bupati.

" {3) Suret Setoran Retribusi Dagrah, yang selanjutnyn disingkat SSRD, adalah

bukti pembayaran atall penyetoran retribusi yang telah dilalcilkan dengan
menggunakan formulir d@tan telah dilakukan dengsn cara lBin ke ®as
Dasrtah raclhloi tempat pembayaran yang ditupjuk oleh Bupati

BAB X
PEMANEAATAN
Pagal 14

fl) Permanfadtapn retribusi  dintathakan uattk  mendansi  penieliharaen
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(1}

&

Pemanfasitan tetribusi sebagaimand dimaksud pade ayat (1) difstapkar
aleh Bupati. .

_ BAB X1 :
SANKSI  ADMINISTRATIF
Pasal 15

Dalath hal Wajib Retribusi tidak membayar tépat pads. waltimiya afav
kurang mmembayar, dikenalean sanksi administratif bertipa bungs sebesar

2% (dua persen) sstiap bulan dari retribusi yang feruatarg yang tidair dtaii:
kurang dibayar den ditagih derigan mengsunukan Surat Tagihan Retribug
Daerah ([$TRD). .
Sanksi sebagaimana dimaksud pad ayat (i} drk.enalcan itk mlmg larma -
5 limg} buian,

FENAGIHAN

Pasal 16

Dalamn hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada. waktunya
ataun kurang membsayar, dikenakan sanski addiinistratf berups bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap Bulan dari Retribusi yang terutang yvang:
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan mengguniakan STRD.

Hak untuk menggunakan penagihan Retribusi menjadi  kedaluwarsa

getélah melahpaul wakitu 3 (tgal Tahan terhifung sepls tenranghyva

Retribusi; keeuali jilka Wajb Retribiisi melakuken titdak pidafida & bidang N
Retribusi.

Penagihisn  Retibus seba_galmana dimaested pada avet ) tcrtangguh
apabila:

- a diterbitlan Siwat Tepuran; ata

(4

(1)
()

b ada pengakiian utang Retribusi -dati Wajlb Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitican Surat Tegurar sébagrimans dimnksud pada ayat (2),

kedaluwvarsa penagihan dihitung sefalk tanggai diterimanya Surat Teguran

terscbuit.

BAB XTI
PENGHAFUSAN FIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 17
Piutang Retribusi yarg tidak mungkin ditdeih bpi katena bk wirtik
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat. dihdapuskan
Bupati menctapkan Képutisan Penghapusan Piuatang Rebriibusi  yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimalsuad pada ayat (1).



i,

B !

[

s3] hpabﬂa delatin waktd 1 (satu) bidbin sdrlah kedaluwarsa Eupaf_l bé]um:
thetetapkafl Keputusarn scbaghimana dimaksud pada a}rat {2}. raks T
diarggap teleth dibgpus. w D

KETENTUAN PENJTUP
Pasal 18
Peraturan Daergh inf muilai berdalu pada tanggal diundaiigkan.
. Agar setisp orang dapat mhebigeialiuinya mémerimahkan pengur dﬂﬂg&ht

© Peraturan Daerdl ini dengan peuempamn}‘-'a dalam lxmbam ]'Taf'rah
- Kau paten Kepulatan Arii T

Ditetapkan di Dobo
pada. targgal 19 Aptil 2017

BUPATI KEFULAUAN ARLU,
ttd

| JOHAN GONGA

5, Diundangken di Dobo

= . pada tangpal 8 Agustus 2017

e "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,
ttd

-3 - MOHAMAD DJUMFA

i ' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2017 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVING
MALUKU: NOMOR 45 /TAHUN 2017

Balinan sesuai dengan Esl'iﬁjr&

NOVY E W IN M. SOLISSA,;SH

NIP. 19711105 200501 1 009




